






       Setelah dilakukan pembahasan terhadap Penyidikan Tindak Pidana 
Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor Di Wilayah POLDA DIY,Maka : 
1. Penyidik adalah pembantu pejabat Polri yang karena diberi wewenang 
khusus oleh wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan. 
Penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor 
sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Tugas dan wewenang dari 
penyelidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari 
seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 5 KUHAP.  
Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 
KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan. Upaya Kepolisian dalam penyidikan kasus 
pemalsuan surat kendaraan bermotor  yang terdapat di wilayah POLDA 
DIY pada prinsipnya sudah sesuai dengan KUHAP dan PERKAP POLRI 
NO 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
2. Proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor 
selalu ada kendala, sering kali Polisi mengalami kendala dalam 





a. Kurangnya alat bukti dan barang bukti yang akan digunakan sebagai 
dasar untuk melanjutkan proses pidana. 
b. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan untuk meminta informasi 
untuk melakukan penangkapan pelaku lainnya mengalami kesulitan, 
dikarenakan pelaku lainnya berada di Jakarta. 
B. SARAN 
       Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 
berupa saran-saran sebagai berikut : 
1. Pemalsuan termasuk delik umum yang melanggar ketentuan undang-
undang. Kepolisian POLDA DIY melakukan kinerjanya sudah sesuai 
dengan PERKAP POLRI NO 14 Tahun 2012 yang berisi tentang 
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Kepolisian POLDA DIY harus 
mempertahankan kinerja tersebut sehingga masyarakat merasa aman. 
2. Polisi harus menemukan cara untuk mengatasi kendala-kendala yang 
ditemukan dalam penyidikan, sehingga kasus tersebut dapat secepatnya 
terselesaikan. 
3. Sudah sepatutnya POLDA DIY membuat laboratorium forensic di 
Yogyakarta guna untuk apabila ada tindak pidana pemalsuan surat 
kendaraan bermotor langsung cepat untuk mengecek surat-surat kendaraan 
tersebut sehingga tidak perlu ke Semarang lagi. 
4. Sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat kendaraan 
bermotor harus dapat menimbulkan rasa jera, sehingga sedikit 
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